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PENGANTAR REDAKSI  
 

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Kearsipan kembali 

hadir di tahun 2012 pada Volume ke-7 ini. Tema yang diusung kali ini adalah 

ñPenyelenggaraan Kearsipan Sebagai Pemersatu Bangsaò diawali dengan artikel yang ditulis 

oleh Drs. Djoko Utomo, MA. dengan judul óArsip Sebagai Simbul Pemersatu Bangsaô 

dimana hal ini sejalan dengan Visi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atau Visi 

Kearsipan Nasional yaitu Arsip Sebagai Simbul Pemersatu Bangsa, dengan berbagai harapan 

dapat mengajak pembaca untuk ikut menyumbang dalam merajut kembali persatuan anak 

bangsa ketika ditengarai terjadinya kelunturan persatuan nasional yang seolah simbol-simbol 

kenegaraan atau identitas nasional menjadi tanpa makna. Begitu juga dengan penggunaan 

Bahasa Indonesia, Pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan 

jati diri bangsa, kini hanya sebagai kelengkapan upacara semata.  

Dalam penyelenggaraan kearsipan pun menjadi penting halnya untuk terus mengikuti 

dan menyesuaikan diri dengan perkembangan perundang-undangan yang ada dalam 

óManajemen Arsip Perguruan Tinggi Di Era New Public Serviceô yang ditulis oleh Dra. Tri 

Handayani, M.Si. berangkat dari bagian pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 khususnya huruf c bahwa ñdalam menghadapi tantangan globalisasi 

dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang 

baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di 

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem 

penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpaduò.  

Khoerun Nisa Fadilah, S.I.P. dalam tulisannya ôPembangunan Kearsipan Dalam 

Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesiaô juga mencoba untuk memberikan konstribusi 

pemikirannya di bidang kearsipan dalam perspektif ilmu pemerintahan. Tidak kalah menarik 

dengan óPeran Arsip Dalam Mendukung Upaya Diplomasi Guna Penyelesaian Sengketa 

Perbatasan Camar Bulan Dan Tanjung Datuô yang diulas oleh Purwo Mursito, S.Sos dalam 

Menjaga wilayah perbatasan negara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan 

melalui kepemilikan arsip sebagai bukti otentik atas kepemilikan wilayah perbatasan negara. 

Sama halnya dengan itu, óDukungan Arsip Dalam Konflik Batas Wilayahô yang dituangkan 

oleh Drs. Sumrahyadi, MIMS. telah diistilahkan dalam Undang-Undang Nomor 43 tentang 

Kearsipan sebagai arsip terjaga, perlu adanya perlindungan khusus oleh lembaga pencipta 

arsip. 

ôStrategi Preservasi Arsip Statis Dalam Rangka Menjamin Kelestarian Arsip Statis 

Sebagai Memori Kolektif Bangsa Pada Lembaga Kearsipanô oleh Drs. Azmi, M.Si. diulas 

mengenai bagaimana penyusunan strategi tersebut dilaksanakan dan mengacu kepada visi, 

misi, program, dan sasaran kerja kearsipan dengan mencakup tujuh aspek penting dalam 

penyelenggaraan kearsipan statis. Sebagai penutup oleh Dharwis Widya Utama Yacob, S.S. 

yang membahas mengenai ôAnomali Dalam Khazanah Arsip: Afdeeling Atjeh Zaken Dalam 

Algemene Secretarieô bahwa mengapa terdapat bagian Afdeeling Atjeh Zaken dalam khazanah 

arsip tersebut dengan volumenya yang terbesar dalam masa Hindia Belanda? 

Tulisan-tulisan tersebut disajikan dalam Jurnal Kearsipan ini. Semoga pengetahuan, 

penerapan, dan penelitian yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk pengembangan 

dan kemajuan bidang kearsipan. 
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Arsip s ebagai Simpul Pemersatu Bangsa  
 

 Djoko Utomo  

 

Abstract 

This paper tried to see archives in the context of life of a society, country, and nation. 

Based on the discussion, it can be concluded that archives play important roles in societies, 

countries, and nations. In fact, archives bind and tie the unity of the nation. It is a reality that 

cannot be denied. Truly, it is apposite with ANRI vision ñfunctioning archives to bond the 

unity of the nationò. The purpose of this paper is to grow and bring up the passion toward 

our motherland, to raise unity among youngsters, and to put up the excitement that we are all 

brothers and sisters in one nation which nowadays that kind of feeling is getting lessen owing 

to the influence of the globalization. 

 

Keyword: archives, unity, bind the nation. 

 

I. PENGANTAR 

Arsip selama ini sering hanya diartikan sebagai selembar atau seonggok kertas usang 

yang tidak mempunyai arti dan makna. Ia hanya diartikan sebagai bagian masa lampau yang 

tidak ada kaitannya sama sekali dengan masa kini dan masa mendatang. Terkadang ia hanya 

diartikan sebagai tembusan surat keluar, yang posisinya sangat tidak terhormat, karena ia 

hanya ditempatkan pada urutan terbawah. Padahal arsip adalah rekaman kegiatan atau 

peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, yang sangat penting dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang merupakan pengganti dari 

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Arsip 

yang menjandi simpul pemersatu bangsa, bisa arsip dinamis dan bisa pula arsip statis. Adalah 

suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa arsip merupakan tulang punggung 

manajemen pemerintahan dan pembangunan, merupakan bukti akuntabilitas kinerja 

organisasi dan aparaturya, alat bukti sah di pengadilan, yang pada gilirannya akan menjadi 
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memori kolektif dan jati diri bangsa serta warisan nasional. Pentingnya arsip bisa dilihat 

seperti penyataan di bawah ini: 

"Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset yang paling berharga. Ia 

merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan 

dilestarikan. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan 

pelestarian terhadap arsipnya." (Daugty, 1924).  

ñPemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa 

benih, tukang tanpa alat é Arsip merupakan saksi bisu, tak terpisahkan, handal dan abadi, 

yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan kejayaan 

bangsa.ò (Alfaro, 1937). 

ñApabila dokumen-dokumen Negara terserak pada berbagai tempat tanpa adanya suatu 

mekanisme yang wajar, yang dapat menunjukkan adanya dokumen-dokumen tersebut, 

apabila berbagai dokumen Negara hilang atau dimusnahkan semata-mata karena tidak 

disadari nilai-nilai dokumen-dokumen tersebut oleh sementara pejabat, maka pemerintah 

tentu akan menanggung akibat dari pada hilangnya informasi, yang dapat menyulitkan 

pemerintah dalam usaha-usahanya memberi pelayanan kepada rakyat.ò (Soeharto, 1969). 

ñTanpa arsip, suatu bangsa akan mengalami sindrom amnesia kolektif dan akan 

terperangkap dalam kekinian yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, tidaklah 

akan terlalu keliru jika dikatakan bahwa kondisi kearsipan nasional suatu bangsa dapat 

dijadikan indikasi dari kekukuhan semangat kebangsaannya.ò (Moerdiono, 1996). 

Arsip ada, tetapi keberadaannya tidak diada-adakan. Ia adalah rekaman kegiatan atau 

peristiwa, ia sering disebut naskah atau informasi tetapi bukan sembarang informasi. Ia 

merupakan informasi yang direkam/terekam yang otentisitas, kredibilitas, legalitas dan 

integritasnya bisa dihandalkan. Oleh karenanya ia harus dijaga dari pengrusakan (tampering), 

pengubahan (alteration), pemalsuan (falsification), korupsi (corruption), dan penghapusan 

(deletion). Ia mempunyai struktur (structure), isi (content), dan konteks (context). Konteks 

inilah yang sangat penting tetapi sering dilupakan oleh banyak pihak, bahkan oleh sebagian 

arsiparis. Padahal dalam definisi arsip (Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

2009) dikatakan bahwa arsip dibuat dan diterima ñdalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.ò Tujuh kata inilah merupakan ñkonteksò yang 

tidak boleh diabaikan. Sudah barang tentu istilah ñkonteksò dalam bidang kearsipan 

mempunyai arti yang jauh lebih luas dari pada ñkonteksò di sini. Dengan struktur, isi, dan 

konteks, sebagaimana diamanahkan dalam dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2009, suatu arsip baru berarti dan bermakna, serta mempunyai syarat ñrecordnessò. 
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Sehubungan dengan itu, untuk menunjukkan ñkonteksò tersebut, ada baiknya apabila 

definisi arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1971 disampaikan di sini. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga 

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan 

dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1971 arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga 

negara dan badan-badan pemerintahan, badan-badan swasta, dan perorangan dalam bentuk 

corak apapun dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan.   

Sedangkan yang dimaksud dengan bangsa di sini adalah Bangsa Indonesia yang telah 

diikrarkan sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan terus dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan dalam rangka mempertahankan NKRI. Bangsa Indonesia terdiri atas 

berbagai suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oleh Anderson (2001) bangsa 

diartikan sebagai komunitas yang terbayang (Imagined community). Pengertian bangsa, 

termasuk Bangsa Indonesia sudah barang tentu sangat kompleks dan tidak sesederhana 

sebagai yang disampaikan di atas.    

Tulisan ini berusaha membahas arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dan Perekat 

Bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan Visi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 

atau Visi Kearsipan Nasional yaitu Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa. Tulisan ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam merajut kembali persatuan anak bangsa 

ketika ditengarai terjadinya penurunan atau kelunturan persatuan nasional. Masih adanya 

gejala disintegrasi bangsa dan terjadinya konflik soasial. Simbol kenegaraan dan/atau 

identitas nasional seperti Garuda Pancasila, Bendera Sang Merah Putih, Lagu Kebangsaan 

Indonesia Raya seolah tanpa arti dan tanpa makna. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara kurang dihayati maknanya lagi. Bahkan pembacaan 

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada setiap upacara seolah tanpa 

makna dan hanya merupakan kelengkapan upacara belaka, padahal semuanya itu merupakan 

jati diri bangsa yang kita lestarikan bersama. Lambang Negara Garuda Pancasila yang 

dipasang di tengah fofo Presiden dan Wakil Presiden seolah tidak mempunyai arti dan makna 

dan hanya merupakan pajangan belaka. Dalam rangka ñnation dan character buildingò, 

menumbuhkan ikatan emosional anak bangsa terhadap bangsa dan negaranya Indonesia 
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tercinta, serta memberikan memberikan makna akan lambang dan identitas nasional yang 

tidak lain adalah arsip, maka  untuk mewujudkan visinya ñMenjadikan Arsip sebagai Simpul 

Pemersatu Bangsaò, ANRI membangun Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa (diresmikan oleh 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Agustus 2009). Dalam acara 

peresmian tersebut Presiden juga melaunching ñProgram Arsip Masuk Desaò dan sekaligus 

memberikan bantuan laptop kepada 33 Kepala Desa dari 33 Provinsi di Indonesia, yang 

secara simbolis diwakili oleh 5 Kepala Desa yang berasal dari Provinsi Aceh, Provinsi Papua, 

Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Selatan, dn Provinsi Jawa-Tengah.  

Tulisan ini terdiri atas 1) Sumpah Pemuda, 2) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, 3) 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 4) Pancasila, 5) Undang Undang Dasar 1945 yang 

meliputi: a) Rancangan Pembukaan UUD 1945 Alinea ketiga, b)  Rancangan Pembukaan 

UUD 1945 Alinea keempat, c) Rancangan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, d) Wilayah NKRI, e) 

Bendera Negara Sang Merah Putih, f) Bahasa Negara Bahasa Indonesia, dan diakhiri dengan 

g) Lambang Negara Garuda Pancasila.  

Seperti telah disampaikan di atas bahwa arsip yang menjadi simpul pemersatu bangsa 

bisa arsip dinamis dan bisa arsip statis. Arsip atau naskah Sumpah Pemuda yang asli adalah 

arsip statis. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang asli, baik yang ditulis tangan oleh 

Bung Karno maupun yang diketik oleh Sayuti Melik adalah arsip statis. Undang-Undang 

Dasar 1945 yang asli, termasuk amandemennya yang berisi dan mengatur Pancasila, NKRI, 

Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara Garuda 

Pancasila adalah arsip dinamis. Demikian juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang asli, yang 

sekarang masih disimpan di Sekretariat Negara adalah arsip, arsip tersebut arsip dinamis. 

Bahkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bendera, bahasa, lambang Negara, 

serta lagu kebangsaan yang asli yang masih berlaku dan tidak bertentangan dan/atau belum 

diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009,  Nomor 

66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958  

tentang Bendera Kebangsaan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Penggunaan Lambang 

Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan 

Indonesia Raya yang sudah disimpan dan dilestarikan di ANRI adalah arsip dinamis. 

II.  ARSIP SEBAGAI SIMPUL PEMERSATU BANGSA  

ñé..Kita tetap melestarikan jati diri bangsa kita, yang tercermin dalam empat pilar, 

yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
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dan Bhinneka Tunggal Ika. Apapun yang terjadi kita harus berpegang teguh pada keempat 

pilar itu, sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.ò (Pidato 

Kenegaraan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 15 Agustus, 2008). 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keaneragaman atau kebhinnekaan 

memerlukan suatu perekat agar suatu bangsa dapat bersatu guna memelihara keutuhan bangsa 

dan negaranya. Salah satu perekat tersebut adalah arsip.  

Sebagaimana telah disebut di atas, bahasan ini akan dimulai dengan Sumpah Pemuda, 

seperti tertulis di bawah ini: 

1. Sumpah Pemuda 

POETOESAN CONGRES  

PEMOEDAïPEMOEDA INDONESIA 

Kerapatan poemoeda-poemeda Indonesia jang diadakan oleh perkoempoelan-

perkoempoelan pemoeda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan, dengan namanja: 

Jong Java, Jong Soematera (Poemoeda Soematera), Poemuda Indonesia, Sekar 

Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Batakbond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem 

Betawi dan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia: 

Memboeka rapat pada tanggal 27-28 october tahoen 1928 di negeri Djakarta; 

Sesoedahnja mendengar pidato-pidato dan pembitjaraan jang diadakan dalam 

kerapatan  tadi; 

sesoedahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini; 

kerapatan laloe mengambil poetoesan: 

Pertama: 

KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA 

MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA 

Kedua: 

KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, 

BANGSA INDONESIA 

Ketiga: 

KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENJOENG BAHASA 

PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA 

Batavia, 28 Oktober 1928 

Sumpah Pemuda tersebut dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam 

Kongres Pemuda ke-2 di Jakarta (dulu Batavia). Yang menarik dari Kongres Pemuda ke-2 ini 
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adalah digunakannya bahasa Indonesia bukan Bahasa Belanda yang merupakan bahasa resmi 

pada waktu itu, demikian juga tidak digunakannya bahasa Jawa karena dinilai berstrata 

sehingga tidak bisa digunakan sebagai bahasa persatuan. Padahal ketika itu penguasaan 

bahasa Indonesia oleh para peserta kongres masih terbatas. Sumpah Pemuda inilah yang 

mempersatukan anak bangsa yang berasal dari berbagai etnis dan daerah dari Bumi Persada 

Nusantara. Perlu kiranya disampaikan di sini bahwa Sumpah yang ketiga tentang bahasa, 

yaitu bukan ñberbahasa satu, bahasa Indonesiaò melainkan ñmenjunjung bahasa persatuan 

Bahasa Indonesiaò. Dengan rumusan tersebut para pemuda ketika itu sudah berfikir sangat 

strategis dan mendalam karena memberikan tempat ñbahasa daerahò untuk tetap 

dipertahankan dan dikembangkan. Saat ini bahasa daerah menjadi bagian muatan lokal (local 

content) di daerahnya, yang penting harus disertai dengan kearifan lokal (local wisdom).  

Tentang penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara kemudian diatur dalam 

Undang Undang-Dasar 1945 Pasal 35, yang disyahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh 

PPKI. Sumpah Pemuda dan UUD 1945 tersebut menjadi simpul dan perekat bangsa. 

Keduanya terekam dalam arsip, dengan demikian arsip menjadi simpul dan perekat bangsa. 

2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya  

Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, Wage Rudolf Supratman, seorang wartawan Sin Po 

memperkenalkan lagu ciptaanya Indonesia Raya, dengan memainkan biola yang berupa   

instrumentalia dan diiringi piano oleh Dolly Salim, putri Haji Agus Salim. 

Adapun lirik Lagu Kebangsaan Indonesia Raya versi asli dengan tiga stanza, yang 

merupakan Lampiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah seperti tersebut di 

bawah ini: 

Stanza 1 : 

Indonesia Tanah Airkoe Tanah Toempah Darahkoe 

Di sanalah Akoe Berdiri Djadi Pandoe Iboekoe. 

Indonesia Kebangsaankoe Bangsa dan Tanah Airkoe 

Marilah Kita Berseroe Indonesia Bersatoe 

Hidoeplah Tanahkoe Hidoeplah Negrikoe 

Bangsakoe Rakôjatkoe Semôwanja 

Bangoenlah Djiwanja Bangoenlah badannja 

Oentoek Indonesia Raja  

(Reff: diulang 2 kali) 
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Stanza 2 : 

Indonesia Tanah Jang Moelia Tanah Kita Jang Kaja 

Di Sanalah Akoe Berdiri  Oentoek Slama-Lamanja 

Indonesia Tanah Poesaka Pôsaka Kita Semoeanja 

Marilah Kita Mendoôa Indonesia Bahagia 

Soeboerlah Tanahja Soeboerlah Djiwanja 

Bangsanja Rakjatnja Semôwanja  

Sadarlah Hatinja Sadarlah Boedinja 

Oentoek Indonesia Raja 

(Reff: Diulang 2 kali) 

Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrikoe Jang Koetjinta 

Indonesia Raja Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja 

Stanza 3 : 

Indonesia Tanah Jang Soetji Tanah Kita Jang Sakti 

Disanalah Akoe Berdiri 

óNdjaga Iboe Sedjati 

Indonesia Tanah Berseri Tanah Jang Akoe Sajangi  

Marilah Kita Berdjandji Indonesia Abadi 

Sôlamatlah raôjatnja Sôlamatlah Poetranja 

Poelaoenja Laoetnja Semôwanja 

Majoelah Negrinja Majoelah Pandoenja 

Oentoek Indonesia Raja 

(Reff : Diulang 2 X) 

Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrekoe Jang Koetjinta 

Indonesia Raja Merdeka Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja 

Lagu Indonesia ini juga berperan memberikan dorongan dan spirit anak bangsa untuk 

bersatu. Dengan demikian maka naskah/arsip Lagu Indonesia Raya ini juga menjadi simpul 

dan perekat bangsa. 

Lagu Indonesia Raya seperti yang kita nyanyikan sekarang diatur oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 (copy naskah dapat dilihat di bawah). Lagu Indonesia 

Raya dapat dinyanyikan 3 (tiga) stanza atau 1 (satu) stanza. Perlu kiranya ditegaskan bahwa 

Peraturan Pemerintah yang asli yang ditandatangani Presiden sejatinya adalah arsip.  

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ini baru dimasukkan ke dalam konstitusi atau 

Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 pada amandemen kedua, yaitu 
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dalam Pasal 36 B. Amandemen UUD 1945 tentang Lambang Negara (Pasal 36 A) dan Lagu 

Kebangsaan (Pasal 36 B) selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sejatinya adalah arsip. Dengan demikian naskah/arsip 

amandemen ini sebagai simpul dan perekat bangsa. Perlu disampaikan di sini bahwa naskah 

asli amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen pertama disahkan tanggal 19 

Oktober 1999, amandemen kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga 

disahkan tanggal 10 November 2001, dan amandemen keempat disahkan 10 Agustus 2002), 

yang masih merupakan arsip dinamis telah disimpan dan dilestarikan di ANRI. Naskah 

tersebut diserahkan oleh Ketua MPR Dr. Hidayat Nurwahid kepada ANRI pada tanggal 7 

September 2009. Copy naskah amandemen UUD 1945 tersebut juga telah ditempatkan dalam 

salah satu ruangan ñDiorama Sejarah Perjalanan Bangsaò.                     

                              

Gambar 1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 

3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

    

Ditulis tangan oleh Bung Karno                    Diketik oleh Sayuti Melik  

Gambar 2. Teks Proklamasi 
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Naskah Proklamasi tulisan tangan Bung Karno diserahkan kepada Negara pada tahun 

1992 oleh BM Diah dan Tjokro Pranolo, kemudian disimpan di Arsip Nasional Republik 

Indonesia (ANRI). Sedangkan naskah Proklamasi yang diketik Sayuti Melik diserahkan 

kepada Negara pada tahun 1960 oleh Soejati Surowidjojo binti Prodjohandoko. Naskah 

tersebut disimpan di Istana Negara Jakarta. Naskah tersebut sebelumnya disimpan oleh 

suaminya, Juliarso Surowidjojo. Perlu kiranya disampaikan di sini bahwa Naskah asli teks 

Proklamasi 17 Agustus 1945 pada tahun 1994 dienkapsulasi oleh 4 (empat) orang pegawai 

ANRI, yaitu : 1) Retno, 2) Kamal Kamaluddin, 3) Enco Bastaman, dan 4) Djoko Utomo.    

Dari dua naskah Proklamasi tersebut di atas dapat dilihat dinamika perumusannya.  

Adapun prosesi pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secara singkat dapat 

dilihat sebagai berikut. 

Pada pukul 10.00 Pagi di depan rumahnya, Pegangsaan Timur 56, Ir. Soekarno yang 

didampingi Drs. Mohammad Hatta menyampaikan sambutan sebagai berikut: 

ñSaya telah minta Saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha 

penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang 

untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun.  

Gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya ada turunnya, tetapi jiwa 

kita menuju ke arah cita-cita. 

Juga di dalam zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak 

berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang kita tampaknya saja menyandarkan diri kepada 

mereka.  

Tetapi pada hakekatnya, tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada 

kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan 

tanah air di dalam tangan kita sendiri.  

Hanya bangsa yang berani mengambil nasib tangan sendiri akan dapat berdiri dengan 

kuatnya.        

Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka Indonesia 

dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa 

sekaranglah datang saat untuk menyatakan kemerdekaan kita.  

Saudara-saudara. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu.  

Dengarkanlah proklamasi kami: (Ir. Soekarno kemudian membaca Teks Proklamasi yang 

diketik oleh Sayuti Melik). 
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ñPROKLAMASI 

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. 

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara saksama 

dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05.  Atas nama 

bangsa Indonesia, Soekarno/Hatta.ò (Ejaan yang disempurnakan). 

(Perlu disampaikan di sini bahwa suara Bung Karno seperti yang kita dengar di berbagai 

statisun televisi bukanlah suara Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 melainkan suara 

Bung Karno yang direkam oleh Jusuf Ronodiopuro pada tahun 1950). 

      Demikianlah Saudara-saudara. 

ñKita sekarang telah merdekaò. ñTidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air 

kita dan bangsa kitaò. 

Mulai saat ini kita menyusun negara kita: Negara Merdeka. Negara Republik Indonesia. 

Merdeka Kekal dan Abadi. 

Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.ò   

(Risalah Sidang PPKI, dengan ejaan yang disempurnakan) 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah, 

puncak  perjuangan anak bangsa dalam merebut kemerdekaan. Ini merupakan proses panjang  

yang telah dirintis sejak tahun 1908 dan mulai mengkristal pada 28 Oktober 1928 dengan 

dikumandangkannya Sumpah Pemuda.  

Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 

PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan Ir. 

Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil 

Presiden Republik Indonesia. 

Adapun naskah Pengesahan Undang Undang Dasar 1945 dan Penetapan Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia dapat dilihat di bawah ini:   
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Gambar 3. Naskah Pengesahan Undang Undang Dasar 1945 dan Penetapan Presiden 

dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Kedua naskah tersebut telah disimpan dan dilestarikan di ANRI. Naskah Pengesahan 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia (1945) dan Penetapan Presiden dan Wakil 

Presiden Republik Indonesia yang memberikan legitimasi berlakunya UUD 1945 dan 

memberikan legitimasi kepada Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia. Naskah tersebut juga menjadi perekat dan pemersatu 

bangsa. 
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4. Pancasila 

Salah satu pilar dari empat pilar yang harus dipertahankan sebagaimana disebut dalam 

pidato kenegaraan Presiden SBY pada tanggal 15 Agustus 2008, seperti yang telah 

dikemukakan di atas adalah Pancasila. 

Istilah Pancasila muncul pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Ir. Soekarno 

menyampaikan pidato pada Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia yang membahas tentang Dasar Negara Indonesia. Adapun cuplikan 

dari pidato tersebut adalah sebagai berikut:  

ñSaudara-saudara. Dasar Negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca 

Dharma? Bukan. Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, 

sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka 

pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca 

Indra. Apa lagi yang lima bilangannya? (Seorang yang hadir bilang Pendawa Lima). 

Kebangsaan,  Internasionalisme, Mufakat, kesejahteraan, dan Ketuhanan.  

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang 

teman kita ahli bahasa, namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan 

diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.ò 

(Risalah Sidang BPUPKI, dengan ejaan yang disempurnakan ). 

Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut, 

urutannya adalah sebagai berikut: 

1. Kebangsaan 

2. Internasionalisme  

3. Mufakat 

4. Kesejahteraan 

5. Ketuhanan  

Hal yang sangat menarik untuk dikemukakan adalah mengenai ñKetuhananò yang 

merupakan bagian dari Pancasila. Dinamika pembahasan ñKetuhananò dari sejak 

disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian dirumuskan dalam Rancangan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 (Piagam 

Djakarta atau Djakarta Charter) sampai dengan disyahkannya Undang-Undang Dasar 1945 

pada tanggal 18 Agustus 1945. 

Pancasila (1 Juni 1945) yang disampaikan oleh Bung Karno, ñKetuhananò disebut 

sebagai ñSila Kelima dari Pancasilaò. Yang menarik dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 
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Juni 1945 tentang ñKetuhananò tersebut adalah diharapkannya ñKetuhanan yang 

berkebudayaanò dan ñKetuhanan yang berkeadabanò. Adapun cuplikan dari pidato yang 

menyangkut Ketuhanan tersebut adalah sebagai berikut: 

ñHendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah 

Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara 

Kebudayaan, yakni dengan tiada ñegoisme agamaò. Dan hendaknya Negara Indonesia 

satu Negara yang berTuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, 

maupun Kristen dengan cara berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah 

hormat menghormati satu lain. Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup 

tentang verdraagzaamheiud, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isapun 

telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka 

yang kita susun ini, sesuai dengan itu menyatakan bahwa prinsip kelima dari negara 

kita ialah Ke Tuhanan yang  berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang 

luhur, Ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya 

jikalau Saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan ke-

Tuhanan Yang Maha Esa.ò (Risalah Sidang BPUPKI, dengan ejaan yang 

disempurnakan). 

Perlu kiranya disampaikan di sini tentang ñrumusan Pancasilaò dalam Ali nea keempat 

Mukadimah atau Pembukaan Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh 

Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, yangt kemudian dikenal dengan Piagam 

Djakarta atau Djakarta Charter.  

Adapun Panitia Sembilan tersebut adalah : 1. Ir. Soekarno, 2. Drs. Mohammad Hatta, 3. 

Mr. A.A. Maramis, 4. Abikoesno Tjokrosoejoso, 5. Abdoelkahar Moezakir, 6. H.A. Salim, 7. 

Mr. Achmad Saoebardjo, 8. Wachid Hasjim, 9. Mr. Muhammad Yamin. 

Adapun rumusan Pancasila dalam Alinea ke-4 Piagam Djakarta (Djakarta Charter) 

tersebut adalah sebagai berikut : 

ñKemudian dari pada itu ... maka disusunlah Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan dengan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan 

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh 

kebijaksanaan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Inonesia.ò 

Rumusan tersebut di atas pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

tanggal 18 Agustus 1945 diubah atas usul Wakil Ketua PPKI Drs. Mohammad Hatta. Usulan 
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perubahan tersebut adalah dengan menghilangkan anak kalimat (7 kata) di belakang kata ke-

Tuhanan dan menggantinya dengan ñYang Maha Esaò. Adapun anak kalimat (7 kata) 

tersebut adalah ñdengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknyaò. Dengan 

perubahan tersebut maka rumusannya menjadi:  

ñKemudian dari pada itu é maka disusunlah Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut 

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam poermusyawaratan/ perwakilan serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.ò 

Dengan dihilangkannya kata-kata ñdengan menjalankan syariat Islam bagi para 

pemeluknyaò di belakang kata ñKetuhananò, maka akan mempersatukan anak-anak bangsa 

yang berbeda agama. Dengan dihilangkannya 7 (tujuh) kata tersebut bukan saja menunjukan 

kearifan dan kebesaran jiwa para pendiri republik yang mayoritas beragama Islam tetapi juga 

niscaya dengan penghilangan 7 (tujuh) kata tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama 

Islam. Hal terakhir ini bisa dilihat dari pernyataan Muhammad Natsir (1954) sebagai berikut: 

ñPerumusan Pancasila adalah hasil musyawarah para pemimpin pada saat taraf perjuangan 

kemerdekaan memuncak 1945. Saya percaya bahwa di dalam keadaan demikian, para 

pemimpin yang berkumpul itu, yang sebagian besarnya adalah beragama Islam, pastilah 

tidak akan membenarkan sesuatu perumusan yang menurut pandangan mereka nyata 

bertentangan dengan asas dan ajaran Islam.ñ      

Pancasila yang disyahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, susunannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

Dengan disepakatinya penghilangan anak kalimat tersebut menunjukkan betapa para 

pendiri republik ini sangat arif dan bijaksana. Ketika itu tidak diadakan voting. Dari sini 

dapat dilihat betapa besar toleransi orang Islam terhadap penganut agama lain. Dengan 

penghilangan anak kalimat tersebut, Hatta kemudian mengatakan ñInilah perobahan yang 

maha penting menyatukan segala bangsa.ò  

Rumusan Pancasila yang disyahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut betul 

betul merupakan perekat bangsa, merupakan pemersatu bangsa. Lebih-lebih dengan sila 
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ketiga ñPersatuan Indonesiaò. Pancasila yang merupakan jati diri bangsa dan merupakan 

salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa senantiasa harus kita lestarikan. Yang penting 

adalah bagaimana mengamalkan Pancasila tersebut. Dengan demikian naskah Pancasila 

merupakan pemersatu atau perekat bangsa.  

5. Undang-Undang Dasar 1945 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu pilar dari empat pilar yang harus 

dipertahankan sebagaimana disebut dalam pidato kenegaraan Presiden SBY pada tanggal 15 

Agustus 2008, seperti yang telah dikemukakan di atas. 

Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Seperti kita 

ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali, 

ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Amien Rais, MA. 

Telah disepakati bahwa di dalam amandemen UUD 1945 hanya dilakukan terhadap batang 

tubuh saja dan bukan terhadap Pembukaan. Amandemen pertama ditetapkan oleh MPR 

tanggal 19 Oktober 1999, Amandemen kedua ditetapkan oileh MPR tanggal 18 Agustus 

2000, Amandemen ketiga ditetapkan oleh MPR tanggal 9 Nopember 2001, dan Amandemen 

keempat ditetapkan oleh tanggal 10 Agustus 2002.  

Adalah sangat menarik untuk disampaikan tentang dinamika pembahasan Rancangan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sampai dengan disyahkannya Undang-Undang Dasar 

1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, 

khususnya yang menyangkut persatuan bangsa. Penting juga untuk disampaikan UUD 1945 

termasuk amandemennya mengenai pasal-pasal persatuan.  

Seperti dieketahui bahwa Rancangan Pembukaan UUD 1945 dibuat oleh Panitia 

sembilan yang diketuai oleh Bung Karno, yang kemudian dikenal dengan Piagam Djakarta 

atau Djakarta Charter (dibuat tanggal 22 Juni 1945) dan disyahkan oleh PPKI pada tanggal 18 

Agutus 1945. 

a. Al inea ketiga Rancangan Pembukaan UUD 1945  

Adapun alinea ketiga Rancangan UUD 1945 tersebut adalah sebagai berrikut: 

ñAtas berkat rachmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 

dengan ini menyatakan kemerdekaannya.ò (Risalah Sidang PPKI, dengan ejaan yang 

disempurnakan). 
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Pada waktu pembahasan Rancangan UUD tersebut pada Sidang Pertama PPKI pada 

tanggal 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, ada usulan dari seorang anggota 

PPKI yang bernama I Gusti Ktut Pudja yang berasal dari Bali meminta agar kata ñAllahò 

diganti dengan kata ñTuhanò, sehingga rumusan alenea ketiga berbunyi : 

ñAtas berkat rachmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 

dengan ini menyatakan kemerdekaannya.ò (Risalah sidang PPKI, dengan ejaan yang 

disempurnakan). 

Usulan tersebut diterima secara bulat oleh para anggota PPKI dan kemudian disyahkan. 

Dengan diubahnya kata ñAllahò dengan kata ñTuhanò tersebut maka naskah Pembukaan 

UUD 45 tersebut menjadi pemersatu dan perekat bangsa. Karena agama yang mempunyai 

ñAllahò hanyalah Islam dan Kristen (Katolik dan Protestan). Sedangkan agama lain yaitu 

Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu tidak mempunyai ñAllahò tetapi mempunyai ñTuhanò. Kata 

ñTuhanò berlaku untuk semua agama termasuk Islam dan Kristen.    

b. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

ñKemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk 

kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara 

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut 

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.ò   

Rumusan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya 

juga memuat rumusan Pancasila sungguh luar biasa. Begitu cerdasnya para pendiri republik 

merumuskan formula alat pemersatu dan perekat bangsa. Untuk itu Pancasila dan Pembukaan 

UUD 1945 harus dipertahankan sepanjang masa. Karena merupakan jati diri Bangsa 

Indonesia. Oleh karena itu persyaratan organisasi kemasyarakatan yang harus menggunakan 

asas Pancasila sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 

sangatlah tepat. Yang lebih penting lagi adalah implementasi Pancasila dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspek harus betul-betul dijalankan dengan baik oleh 

semua pihak.   
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c. Pasal 6 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 

Adapun bunyi Pasal 6 ayat (1) Rancangan UUD 1945 tersebut adalah sebagai berikut: 

ñPresiden ialah orang Indonesia aseli yang beragama Islam.ò 

Rumusan ini adalah usulan Ir. Soekarno pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Hal 

ini dapat dilihat dari Risalah Sidang BPUPKI yang dipimpin ketuanya Dr. K.R.T. Radjiman 

Wedyodiningrat tanggal 16 Juli 1945, sebagai berikut: 

ñYang saya usulkan ialah: ñéPresiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia 

aseli yang beragama Islam.ò Saya mengetahui buat sebagian pihak kaum kebangsaan 

ini berarti sesuatu hal yang berarti pengorbanan mengenai keyakinan. Tetapi apa boleh 

buat. Karena bagaimanapun kita sekalian yang hadir disini, dikatakan 100% telah 

yakin, bahwa justru olkeh karena penduduk Indonesia terdiri dari pada 90% atau 95% 

orang-orang yang beragama Islam, bagaimanapun, tidak boleh tidak, nanti yang 

menjadi Presiden Indonesia tentulah orang yang beragama Islam. é Saya minta, 

supaya apa yang saya usulkan itu diterima dengan bulat oleh anggota sekalian, 

walaupun saya mengetahui bahwa ini berarti pengorbanan yang sehebat hebatnya, 

terutama sekali dari pihak Saudara-saudara kaum patriot Latuharhary dan Maramis 

yang tidak beragama Islam. Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya 

sukalah Saudara-saudara menjalankan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita, 

pengorbanan untuk keinginan kita, supaya kita bisa lekas menyelesaikan supaya 

Indonesia Merdeka bisa lekas damai. Demikianlah Paduka Tuan Ketua yang mulia suka 

mengusahakan supaya sedapat mungkin dengan lekas, mendapat kebulatan dan 

persetujuan yang sebulat-bulatnya dari segenap sidang untuk apa yang saya usulkan 

tadi itu.ò (Risalah Sidang BPUPKI, dengan ejaan yang disempurnakan). 

Usulan Bung Karno ñPresiden ialah orang Indonesia aseli yang beragama Islamò ini 

ketika itu disetujui sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Namun dalam sidang PPKI tanggal 

18 Agustus 1945 Bung Hatta mengusulkan agar kata-kata ñyang beragama Islamò 

dihilangkan, sehingga rumusannya menjadi ñPresiden ialah orang Indonesia aseliò.  

Mengenai usulan Bung Hatta tersebut adalah sebagai berikut: 

ñOleh karena hasrat kita semua ialah menyatakan bangsa Indonesia seluruhnya, supaya 

dalam masa yang genting ini mewujudkan persatuan yang bulat maka pasal-pasal yang 

bertentangan dikeluarkan dari U&ndang-Undang Dasar. Oleh karena itu maka dapat 

disetujui, misalnya pasal 6 alinea 1 menjadi ñPresiden ialah orang Indonesia Aseliò. 

ñYang beragama Islamò dicoret, oleh karena penetapan yang kedua, Presiden Republik 

orang Islam, agak menyinggung perasaan dan pun tidak berguna. Oleh karena  mungkin 
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dengan adanya orang Islam 95% jumlahnya di Indonesia ini dengan sendirinya 

barangkali orang Idslam yang akan menjadi Presiden, sedangkan dengan membuang ini 

maka seluruh Hukum Undang-Undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah 

Indonesia yang tidak beragama Islam umpamanya yang pada waktu sekarang diperintah 

Kaigun. Persetujuan dalam hal ini juga sudah didapat antara berbagai golongan, 

sehingga memudahkan pekerjaan kita pada waktu sekarang ini.ò   

(Risalah Sidang PPKI, dengan ejaan yang disempurnakan). 

Usulan Bung Hatta ini disetujui sidang PPKI, sehingga rumusan pasal 6 ayat (1) adalah 

ñPresiden ialah orang Indonesia aseliò. Rumusan baru, usulan Bung Hatta ini menjadi 

pemersatu dan perekat bangsa. 

d. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Salah satu pilar dari empat pilar yang harus dipertahankan sebagaimana disebut dalam 

pidato kenegaraan Presiden SBY pada tanggal 15 Agustus 2008, seperti yang telah 

dikemukakan di atas adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Pasal 25A UUD 45 ñNegara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan 

yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan 

undang-undang.ò  

Pasal ini merupakan hasil amandemen kedua UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR 

tanggal 18 Agustus 2000. Adalah penting untuk disampaikan di sini bahwa ada suatu 

Konvensi Internasional yang menyangkut dengan wilayah negara, khususnya wilayah negara 

yang ditinggalkan oleh negara pendahulu. Konvensi Internasional tersebut adalah ñVienna 

Convention 1983 on State Succession, in respect of State Property é.ò, yang esensinya 

adalah Wilayah Negara yang ditinggalkan oleh Negara pendahulu (predecessor state) 

menjadi wilayah negara penerusnya (successor state). Dalam konteks Indonesia berarti 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah wilayah yang sebelumnya 

dikuasai oleh Belanda. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dari Sabang sampai Merauke 

(dari barat sampai ke timur) dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Roti (dari utara ke selatan) 

adalah wilayah NKRI, sebagaimana sering disebut oleh Presiden SBY. Perlu kiranya 

disampaikan di sini bahwa Pulau Miangas pada tahun 1928 telah diputuskan/ditetapkan oleh 

Arbritrase Internasional sebagai milik Belanda ketika terjadi sengketa antara Belanda dan 

USA tentang Pulau Miangas tersebut. Lain halnya dengan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan 

yang pada tanggal 17 Desember 2002 oleh International Court of Justice (ICJ) diputuskan 

menjadi milik Malaysia ketika sebelumnya disengketakan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dengan Pemerintah Malaysia. Kekalahan Indonesia atas Pulau Sipadan & Pulau 
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Ligitan, masih adanya pulau-pulau terdepan (pulau terluar) yang rawan sengketa dengan 

Negara tetangga, serta permasalahan lain yang berkenaan dengan kependudukan, 

kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan lain lain 

mendorong ANRI dan DPR RI dalam menyusun Undang-Undang Kearsipan untuk 

merumuskan pasal-pasal yang bisa membantu memecahkan permasalahan tersebut di atas. 

Secara singkat bisa disampaikan bahwa salah satu pemecahan masalah tersebut adalah 

dengan menciptakan istilah baru, yang hanya ada di Indonesia, yaitu ñArsip Terjagaò 

(Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 : Pasal 1 angka 8, Pasal 34 ayat (2), Pasal 42 ayat 

(2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 83, dan 

Pasal 84 (Untuk ulasan arsip terjaga lihat artikel Djoko Utomo ñArsip Terjaga : Penjaga 

Keutuhan dan Kedaulatan NKRIò dalam Jurnal Kearsipan ANRI Vol 6, No. 1, Desember 

2011). Namun demikian, kiranya ada baiknya disampaikan kembali secara singkat (apa yang 

dimaksud dengan Arsip Terjaga). Arsip terjaga adalah arsip Negara yang berkaitan dengan 

kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, 

dan permasalahan pemerintahan yang strategis yang berkaitan dengan keberadaan dan 

kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan 

keselamatannya. Namun sangat disayangkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 

Arsip Terjaga tidak dijabarkan melainkan ñdireduksiò atau ñdikebiriò. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ini, Arsip Terjaga diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 

51. Perlu dicatat bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1, istilah Arsip Terjaga juga 

dihilangkan. Ini sungguh menyedihkan karena masalah yang sangat penting yang dihadapi 

oleh bangsa dan negara saat ini, seperti masalah perbatasan, kepulauan, perjanjian 

internasional, kontrak karya, dan sebagainya justru dihilangkan. (Lihat misalnya, 

Kementerian Pertahanan RI yang menjadikan Pulau Nipa, Kepuluan Riau yang merupakan 

pulau terdepan (pulau terluar) yang berbatasan dengan Singapore dijadikan percontohan 

pengamanan pulau terluar (Media Indonesia, 11 Oktober 2012). Padahal dalam Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, seperti telah disampaikan sebelumnya, 

Arsip Terjaga diatur dalam 3 pasal, yaitu : 1) Pasal 1 angka 8 (definisi Arsip Terjaga), 2) 

Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1). Sungguh sangat disayangkan bahwa Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ternyata tidak menjabarkan arsip terjaga ke dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012.  

Sudah barang tentu wilayah NKRI sekarang ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Misalnya, Deklarasi 



20 

 

Djuanda 13 Desember 1957, yang kemudian dikukuhkan menjadi Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang 

menetapkan batas perairan laut Indonesia adalah 12 (duabelas) mil. Perpu Nomor 4 Tahun 

1960 ini merupakan pengganti dari Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939, 

yang menetapkan batas perairan laut adalah 3 (tiga) mil. Deklarasi Djuanda merupakan awal 

digulirkannya Konsep Wawasan Nusantara. Perpu Nomor 4 Tahun 1960 ini kemudian 

disempurnakan menjadi/diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 

Perairan Indonesia. Undang-Undang ini dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah 

Negara Kepulauan (Archipelago State). Di dalam konsep Negara Kepulauan, laut dan selat 

adalah pemersatu, bukan pemisah. Oleh karena itu lagu ñdari Sabang sampai Meraukeò, 

berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesiaò adalah selaras 

dan sejalan dengan konsep negara kepulauan.  Perlu juga disampaikan di sini bahwa Konsep 

Archipelago State diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam 

bentuk konvensi hukum laut yang disebut United Nation Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS) pada tahun 1982. Konvensi ini pada tanggal 31 Desember 1985 diratifikasi oleh 

Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan 

UNCLOS. Dalam konteks ini perlu juga disebut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu 1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titk 

Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar.   

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membentang dari Sabang sampai 

Merauke, dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Wilayah Negara Indonesia ini bisa 

dilihat dari Peta NKRI yang dikeluarkan oleh BAKOSURTANAL (sekarang Badan 

Informasi Geospasial). Peta adalah arsip. Arsip peta di dalam kearsipan disebut arsip 

kartografik. Peta NKRI tersebut juga merupakan alat pemersatu dan perekat bangsa. Perlu 

kiranya diingatkan kembali bahwa arsip adalah naskah. Hal ini berarti pula bahwa Naskah 

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya adalah 

arsip, dan arsip-arsip yang disebut di atas adalah merupakan simpul-simpul pemersatu 

bangsa. 
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Gambar 4. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Indonesia terdiri atas 18.108 pulau besar dan kecil, 33 provinsi, 399  kabupaten dan 98 kota.    

 

 

 

Gambar 5. Lambang/logo 33 Provinsi di Indonesia 

Dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia tidak ada satupun logo yang sama. Hal ini 

menunjukan bahwa setiap daerah mempunyai karakteristik dan kekhususan yang berbeda satu 

dengan yang lain. Demikian juga dari 497 kabupaten/kota tidak ada satupun logo yang sama. 

Logo juga merupakan jatidiri dan identitas daerah yang senantiasa perlu dipelihara. 

Perbedaan logo ini juga menunjukan kebhinnekaan dalam NKRI. Perbedaan logo ini 

menambah indah dan eloknya Indonesia.     
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e. Bendera Negara Indonesia 

 

Gambar 6. Bendera Negara Indonesia 

Bendera Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 sebagai 

berikut: Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 

35 UUD 1945 tentang Bendera Negara ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Adapun Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan masih berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (lihat Pasal 72 atau Pasal 

Peralihan).  

                       

Gambar 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 

Dengan ditetapkannya Bendera Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara maka di 

wilayah NKRI tidak boleh dikibarkan bendera lain selain Bendera Sang Merah Putih, kecuali 

di Kedutaan-kedutaan Besar Negara sahabat di Indonesia dan apabila ada kunjungan resmi 

yang mewakili suatu negara ke Indonesia. Dengan demikian Bendera Sang Merah Putih 

sebagai Bendera Negara juga merupakan perekat dan pemersatu bangsa. Demikian juga 
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naskah mengenai pengaturan bendera tersebut merupakan perekat dan simpul pemersatu 

bangsa.    

f. Bahasa Negara 

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Bahasa Negara ini diatur dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 36. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, yang telah diikrarkan oleh 

para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda Kedua. Ikrar Pemuda 

yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda menyatakan ñMenjunjung Bahasa 

Persatuan, Bahasa Indonesia. Padahal ketika itu bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa 

Belanda, dan mayoritas pemuda adalah berbahasa Jawa. Yang perlu dicatat adalah 

kecerdasan dan kearifan para pemuda waktu itu dengan tidak memilih bahasa Belanda atau 

bahasa Jawa. 

Bahasa Indonesia ini kemudian dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban 

bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jatidiri bangsa, kebanggaan nasional, sarana 

komunikasi anatar daerah dan antar budaya, serta pemersatu berbagai suku bangsa di 

Indonesia (lihat Pasal 25 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009). Dengan kata lain bahwa Bahasa 

Indonesia merupakan pemersatu dan perekat bangsa. Dengan ditetapkannya Bahasa Indonesia 

sebagai Bahasa Negara tidak berati bahasa daerah tidak boleh digunakan. Bahkan bahasa 

daerah yang masih ada perlu dilestarikan dan dikembangkan dengan kearifan yang tinggi. 

Bahasa daerah perlu dipelajari dan diajarkan di sekolah-sekolah karena ini akan memperkaya 

khasanah bahasa. 

Penetapan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara di dalam Undang Undang Dasar 

1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (yang asli) sejatinya adalah arsip yang 

merupakan perekat dan simpul pemersatu bangsa. 

g. Lambang Negara  

Garuda  Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

 

Gambar 8. Garuda Pancasila 

Bhinneka Tunggal Ika adalah merupakan salah satu pilar dari empat pilar Jatidiri 

Indonesia yang harus dilestarikan (SBY, 2008). Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan 

yang melekat pada lambang negara Garuda Pancasila. 
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Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

Lambang Negara ini diatur dalam Pasal 36 A Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen 

kedua). Lambang Negara Garuda Pancasila selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2009. Sebelumnya hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 

tentang Lambang Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang 

Penggunaan Lambang Negara. Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika yang dipasang di antara foto Presiden dan Wakil Presiden seolah tanpa 

arti dan tanpa makna. Seolah ia hanyalah pajangan belaka. Padahal sejatinya ia sangat berarti.  

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Empu Tantular dalam Kakawin Sutasoma. Di 

dalam kakawin tersebut terdapat semboyan ñBhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma 

Mangrawaò, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi satu, tiada satu kewajiban pun untuk 

mendua. Ini adalah suatu konsep pluralisme yang cocok untuk diterapkan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia kapanpun. Di dalam Lambang Garuda Pancasila hanya dicantumkan 

kata-kata Bhinneka Tunggal Ika tanpa kata-kata Tan Hana Dharma Mangrawa. Semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika dalam Lambang Negara Garuda Pancasila tersebut yang artinya 

walaupun kita berbeda beda (beda suku, beda agama, beda kebudayaan, beda adat-istiadat, 

beda bahasa daerah, dan sebagainya) tetapi kita tetap satu adalah salah semboyan penting 

yang mempersatukan anak bangsa yang sangat beragam. Barangkali Indonesia adalah Negara 

yang memiliki kebhinnekaan atau keberagaman terbesar di dunia, dengan agama 6 agama 

(Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghuchu) ratusan 

kepercayaan terhadap Tuhan, budaya, adat istiadat, bahasa daerah (sekitar), suku (lebih dari 

726 suku), pulau (18.108) dan sebagainya. Menjadi Indonesia adalah suatu proses sejarah 

yang panjang. 

Banyak orang asing, termasuk Garet Evans (mantan Perdana Menteri Australia) yang 

kagum atau mungkin heran mengapa ribuan pulau, ratusan ethnic, dan sebagainya bisa rekat 

menjadi Indonesia. Ternyata Presiden Obama juga sangat kagum terehadap Bhinneka 

Tunggal Ika. Hal ini bisa dilihat dari pernyataannya saat memberikan kuliah umum di 

Universitas Indonesia pada tanggal 10 Nopember 2010, sebagai beikut: ñéBhinneka Tunggal 

Ika - Unity in Diversity. This is the foundation Indonesiaôs example to the woreld, and this is 

why Indonesia will play such  an important role in the 21
st
 century.ò  

Kebhinekaan atau keberagaman ini merupakan berkah yang senantiasa harus dipelihara, 

bahkan harus dipupuk dan dikembangkan dalam koridor Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Sejalan dengan ini Sulastomo dalam artikelnya di Harian Kompas tanggal 

20 Oktober 2012 menyatakan sebagai berikut ñIndonesia ditakdirkan sebagai bangsa yang 
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beragam: agama, etnisitas, dan budaya. Namun, kita juga yakin bahwa keberagaman itu 

merupakan potensi yang luar biasa kalau kita bisa menghimpunnya melalui Bhinneka 

Tunggal Ika.ò 

Salah satu wahana untuk memelihara, memupuk, dan mengembangkan persatuan dan 

kesatuan anak bangsa dalam bingkai NKRI adalah arsip. Kebhinnekaan atau keberagaman 

itulah keindahan Indonesia, seperti indahnya pelangi di langit. Kekhususan atau kekhasan 

daerah perlu dikembangkan sebagai muatan lokal (local content) dengan kearifan lokal (local 

wisdom). 

      

Gambar 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 

               

Gambar 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 
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III.  PENUTUP 

Tulisan ini berusaha untuk melihat arsip dalam konteks kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Dari paparan di atas juga dapat disimpulkan betapa pentingnya 

arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Arsip sungguh merupakan perekat dan simpul pemersatu bangsa. Ini suatu 

kenyataan yang tidak dapat dipuyngkiri dan ini juga sejalan dengan Visi ANRI yaitu 

ñMenjadikan Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa.ò Semoga paparan ini bisa menumbuh 

kembangkan dan memupuk rasa cinta tanah air, memupuk persatuan di antara anak bangsa, 

dan merajut kembali rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air yang mulai luntur di era 

globalisasi ini.   

__________ 

       *Tulisan ini adalah merupakan penyempurnaan dari artikel yang pernah dimuat dalam 

Jurnal Sekretariat Negara RI, NEGARAWAN, Edisi 13 (Agustus 2009). 
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MANAJEMEN ARSIP PERGURUAN TINGGI DI 
ERA NEW PUBLIC SERVICE  

(SEBUAH PEMIKIRAN UNTUK ARSIP 
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS 

DIPONEGORO)  
 

 Tri Handayani  

 

Abstract 

Traditionally, universities are assigned three missions: to teach, conduct research, and 

provide public service. Records created resulting the assignment should be managed 

systematically in a university archives system from the creation to disposal, and then 

continue being retained at the next phase, namely archives. The University archives, as 

institutions holding all archives management functions, has to develop filling and archives 

management system.  

Research problem of this writing is to study on how the universities implement records 

management activities in the new public service era. The research was conducted in a 

descriptive format. It is aimed to outline general concept of archives management through 

literature study. The study is to compare record management units, namely, first archival unit 

and second archival unit, and to review the results of the third-time preparation of 

Diponegoro University Archives establishment by a research team from Archival Diploma 

Program of Faculty of Humanities at University of Diponegoro. 

Direct observation was done in some work units at University of Diponegoro as study 

samples. The purpose is to seek arising problems and inhibiting problems concerning records 

and archives management in colleges. Interviews conducted both in a structured and 

unstructured with record managers and archivists at University of Diponegoro as well as 

other potential users at the university archives. The goal was to find out policies on direct 

applicably record management and its implementation.  

The study was to support the implementation of the Act Number 43 of 2009 which says 

óuniversities can organize information service file based system to the maximum to its usersô. 

The research recommended, as the pioneer in developing national archival intensive 

communication with related ministries, other institutions as well as high education 
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institutions, National Archives of the Republic of Indonesia must have built synergies among 

those institutions in order to obtain one perception on university archives functions. If the 

synergy had been acquired then the weakness would have been resolved.  

 

Keywords: archives, high education archives, university archives, University of Diponegoro, 

the Act of Number 43 of 2009. 

 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang   

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi setelah pendidikan menengah. 

Berbagai program pendidikan yang ditawarkan di perguruan tinggi, meliputi program 

pendidikan Diploma (D I, D II, D III, D IV), Sarjana Strata I (Sarjana), Sarjana Strata II 

(Magister), Sarjana Strata III (Doktor), dan Spesialis.
1
 Pada Pasal 20 Undang-Undang 

tersebut memuat ketentuan tentang bentuk dari perguruan tinggi. Bentuk perguruan tinggi 

dapat berupa akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi 

merupakan bentuk dari lembaga pendidikan tinggi.  Penyelenggara pendidikan tinggi bisa 

pemerintah atau swasta.
2
 Lembaga-lembaga tersebut berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau yang lazim disebut sebagai 

tridharma perguruan tinggi. Samuels,
3 

menyebut tridharma perguruan tinggi sebagai 

traditionally assigned three missions: teach, conduct research, and provide public service. 

Kegiatan tridharma perguruan tinggi ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Dosen selaku 

pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan mempunyai tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4
 Hasil dari 

dilakukannya kegiatan tridharma perguruan tinggi antara lain adalah diciptakannya arsip 

perguruan tinggi. Arsip yang diciptakan sebagai akibat dari dilakukannya kegiatan 

pendidikan antara lain Penjaminan Mutu Pendidikan, Peraturan Akademik, SK Mengajar, 

Daftar Hadir Dosen, Daftar Hadir Mahasiswa, Daftar Nilai, Surat Persetujuan Ijin Cuti 

                                                 
1
 Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi; Lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun  

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, butir 17-21; Lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun  2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan butir 17-21; Lihat 
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Mahasiswa, Kartu Rencana Studi, Kartu Hasil Studi, SK Dosen Wali, SK Membimbing 

Penulisan Laporan Kerja Praktik,  SK Membimbing Penulisan Skripsi, SK Membimbing 

Penulisan Tesis, SK Membimbing Penulisan Disertasi, SK Menguji Laporan Kerja Praktik,  

SK Menguji Skripsi, SK Menguji Tesis, SK Menguji Disertasi, SK Dosen Wali dan berkas 

perwalian; arsip yang diciptakan akibat dari dilakukannya kegiatan penelitian antara lain (1) 

Penelitian yang dilakukan oleh dosen: SK Penelitian, laporan hasil penelitian, Jurnal, 

Proceeding. (2) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa: Laporan Kerja Praktik, Skripsi, 

Tesis, Disertasi. Arsip yang diciptakan akibat dari dilakukannya kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat antara lain SK Kegiatan Pengabdian berikut berkas laporannya, dokumen terkait 

misal model produk yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, paper 

ceramah atau penyuluhan. Arsip yang diciptakan sebagai akibat dari dilakukannya kegiatan 

penunjang antara lain: SK Kepanitiaan Kegiatan Workshop atau Seminar atau Lokakarya 

atau Pelatihan berikut laporan dan sertifikat sebagai panitia. Selain kegiatan tridharma, 

perguruan tinggi juga menciptakan arsip perguruan tinggi, antara lain Memorandum of 

Understanding (Naskah Kerjasama), dokumen asset (sertifikat tanah dan bangunan, sarana 

dan prasarana laboratorium, sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian), 

rumah sakit pendidikan, arsip kepegawaian, arsip pendirian program studi, dan lain-lain.
5
 

Arsip yang tercipta sebagai akibat dari dilakukannya kegiatan tridharma perguruan tinggi 

harus dikelola dalam sistem kearsipan perguruan tinggi agar terkelola secara sistematis sejak 

diciptakan hingga disusutkan dan akhirnya digunakan lagi untuk fase berikutnya. 

Program kearsipan perguruan tinggi sudah dimulai pada perguruan tinggi di berbagai 

belahan dunia sejak beberapa tahun yang lalu, misalnya Program kearsipan di Harvard 

University sudah dimulai sejak tahun 1936, Wisconsin University tahun 1952, Cornell 

University tahun 1961. Sementara itu The University of Illinois pada 15 Juni 1920 sudah 

mulai mendiskusikan tentang program arsip perguruan tinggi. Akhirnya program itu benar-

benar terlaksana tahun 1963.
6
 

Program kearsipan perguruan tinggi di Indonesia secara kelembagaan sudah dirintis oleh 

Arsip Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2000-an. Program ini mula-mula diintroduksi 

ke perguruan tinggi negeri dengan badan hukum berbentuk Badan Hukum Milik Negara 

(BHMN) mengingat pada tahun-tahun awal tahun 2000-an sebelum diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, yang masih diberlakukan adalah Undang-Undang 

                                                 
5
 Lihat juga Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Sekjen Depdiknas, 2008; Rancangan Pola 

Klasifikasi Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi, Jakarta: Biro Umum Sekjen Kementrian Diknas, 2010;  Pedoman 

Pola Klasifikasi Dokumen, Buku II, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005; Sumrahyadi, University Archives: Suatu Kajian Awal, di dalam 
Jurnal Kearsipan Volume 1 Nomor 1, Jakarta November 2006, ISSN 1978-130X, halaman 73-74. 

6
 Brichford, Maynard. The Illiarch. Di dalam College and University Archives: Selected Readings. (Chicago, 1979:19). 
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Nomor 7 Tahun 1971. Dengan pertimbangan tersebut, maka program kearsipan perguruan 

tinggi paling memungkinkan diintroduksi ke lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang 

berstatus BHMN sebagaimana dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 152, 

153,154, dan 155 Tahun 2000. Perguruan tinggi dimaksud adalah Universitas Indonesia (UI) 

dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Seiring dengan berjalannya waktu, maka rancangan 

undang-undang tentang kearsipan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 

terus disosialisasikan melalui kajian-kajian pendirian Arsip Perguruan Tinggi di berbagai 

perguruan tinggi di Indonesia. ANRI telah bekerja sama dengan beberapa universitas negeri 

dalam rangka pengembangan Arsip Perguruan Tinggi di Indonesia. Beberapa universitas 

negeri dimaksud adalah:
7
 

1. Universitas Indonesia (UI),  Depok  

2. Universitas Gajah Mada  (UGM), Yogyakarta 

3. Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang  

4. Institut Pertanian Bogor  (IPB), Bogor   

5. Universitas Terbuka  (UT), Tanggerang  

6. Universitas Patimura (UNPATI), Ambon 

Bentuk kerjasama diawali dengan melakukan beberapa kali kajian berkisar tentang 

manajemen arsip perguruan tinggi. Kajian di Universitas Diponegoro dilakukan oleh ANRI 

bekerjasama dengan Program Studi Diploma III Kearsipan Fakultas Sastra (sekarang Fakultas 

Ilmu Budaya). Kajian telah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu tahun 2002 (Manajemen 

Kearsipan di Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang), 2004/2005 (Kajian Persiapan 

Pendirian Arsip Universitas) dan 2007 (Persiapan Pembentukan University Archives 

UNDIP). Pada tahun 2011 dirintis bentuk lembaga University Archives di UNDIP dan tahun 

2012 lembaga tersebut terbentuk namun saat ini belum operasional.     

Arsip perguruan tinggi sebagai lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi 

perguruan tinggi yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di 

lingkungan perguruan tinggi tentu juga menjalankan fungsi manajemen, yaitu manajemen 

kearsipan perguruan tinggi.  Sebagaimana yang diamanahkan dalam paragraf 4 tentang Arsip 

Perguruan Tinggi pada  Pasal 27 ayat (4) disebutkan, bahwa arsip perguruan tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang 

diterima dari (a) satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi; dan (b) civitas akademika di 

lingkungan perguruan tinggi. Satuan kerja yang ada di lingkungan perguruan tinggi dapat 

                                                 
7
 Materi Workshop Jadwal Retensi Dokumen/Arsip Perguruang Tinggi Universitas Indonesia Depok, 7 April 2011 oleh Mustari Irawan 

(Deputi Bidang Konservasi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia). 
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dilihat pada susunan struktur organisasi dan tata kerja yang ada di perguruan tinggi tersebut. 

Satuan kerja ini adalah mesin pencipta arsip perguruan tinggi yang memuat tentang kegiatan 

tridharma perguruan tinggi,
8
 Adapun civitas akademika adalah komunitas dosen dan 

mahasiswa pada perguruan tinggi.
9
 Dari aturan tersebut, nampak bahwa manajemen 

kearsipan perguruan tinggi berproses sejak arsip diciptakan oleh seluruh unit kerja terkecil 

maupun civitas akademika di perguruan tinggi, dilanjutkan dengan manajemen arsip dinamis 

inaktif di Unit Kearsipan II yang ada di masing-masing unit kerja hingga diakuisisi oleh 

manajemen arsip perguruan tinggi. Model Alur Administrasi Perguruan Tinggi Terpadu dapat 

dilihat pada gambar 4. 

Maher menyatakan, bahwa arsip perguruan tinggi terdiri dari arsip yang memuat 

informasi tentang kebijakan, personalia, kepemilikan, dan sarana prasarana. Arsip-arsip 

tersebut merupakan peninggalan dokumentasi dari suatu institusi pendidikan tinggi yang 

dilestarikan dan diolah sehingga dapat diakses oleh penggunanya dengan mudah.
10 Arsiparis 

perguruan tinggi mempunyai tanggungjawab untuk mengolah dan melindungi arsip-arsip 

yang memuat nilai-nilai kebuktian hukum, administratif, dan keuangan sebagai upaya untuk 

memproteksi perguruan tinggi dari aspek hukum dan meningkatkan efisiensi dalam 

manajemen.
11

Pernyataan Samuels ini sejalan dengan teori organisasi. Robbins,
12

 

mendefinisikan organisasi sebagai ñkesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, 

dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif 

terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuanò.
 
Dengan demikian 

arsip perguruan tinggi merupakan suatu organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi, 

sehingga membutuhkan manajemen untuk melaksanakannya.  

Manajemen menurut Kast adalah ñsubsistem kunci dalam sistem organisasiò.
13

 Lebih 

lanjut dikatakan, bahwa ñmanajemen merupakan proses perpaduan (integrasi) berbagai 

sumber-daya yang tidak berkaitan ke dalam suatu total sistem untuk tercapainya tujuanò.
 14

 

Masyarakat acapkali menggunakan kata manajemen tumpang tindih dengan administrasi 

karena mereka kurang paham, bahwa manajemen merupakan kegiatan yang sangat luas. Ada 

                                                 
8
 Lihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 0202/O/1995.  
9
 Lihat Statuta Universitas Diponegoro Nomor 186/O/2002 tanggal 28 Oktober 2002, Pasal 1 butir 12. 

10
 Maher, Fundamental of Academic Archives di dalam The Management of College and University Archives, (Metuchen, New York & 

London, The Society of American Archivists & The Scarecrow Press Inc.,1992: 17). 
11

 Samuels, Helen Willa, The Function of College and Universities: Structure and Uses of Varsity Letters: Documenting Modern 

Colleges and Universities. (New York & London, The Society of American Archivists and The Scarecrow Press, Inc, 1992: 24). 
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 Robbins, Stephen P.,Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi. Terjemahan Jusuf Udaya (Jakarta, Arcan, 1994:4). 
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 Kast, Fremont E. dan Rosenzweig, Organisasi dan Manajemen (edisi keempat/cetakan ke-satu) terjemahan A. Hasymi Ali. 

(Jakarta,:Bumi Aksara, 1990: v). 
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 Kast, Fremont E. dan Rosenzweig, Organisasi dan Manajemen (edisi keempat/cetakan ke-satu) terjemahan A. Hasymi Ali. (Jakarta, 

Bumi Aksara, 1990: 7-8). 
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banyak sub sistem di dalam organisasi sehingga dibutuhkan manajemen untuk 

mengintegrasikannya. Arsip perguruan tinggi sebagai mana dituangkan dalam Pasal 1 butir 

17, 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 merupakan suatu organisasi yang 

mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan 

arsip statis dan pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Dua fungsi arsip 

perguruan tinggi ini, membutuhkan manajemen dan manajerial yang optimal agar fungsi, 

tugas dan tanggung jawab organisasi tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.   

Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan fungsi dan tugas 

penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Penyelenggaraan kearsipan 

sebagaimana dimuat pada Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 disebutkan 

merupakan keseluruhan kegiatan meliputi ñkebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan 

arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, 

prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnyaò. Dengan demikian kita ketahui, bahwa 

manajemen arsip perguruan tinggi adalah manajemen arsip sejak arsip diciptakan di 

lingkungan perguruan tinggi hingga disusutkan, dan digunakan untuk fase berikutnya, dengan 

melibatkan seluruh fungsi manajemen.  

B. Permasalahan  

Keberadaan Arsip Perguruan Tinggi tentu tidak lepas dari visi dan misi yang menjiwai 

dari penciptaan lembaga tersebut yang dapat dicermati dari bagian konsiderans undang-

undang yang menaungi pasal tentang penciptaan Arsip Perguruan Tinggi yaitu Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah 

bagaimanakah pelaksanaan kegiatan manajemen arsip perguruan tinggi yang dilakukan di 

lingkungan Universitas Diponegoro pada era New Public Service ini? 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan format deskriptif, bertujuan untuk menguraikan konsep 

pengelolaan arsip secara umum melalui studi pustaka baik dari peraturan pelaksanaan 

penanganan arsip di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional khususnya arsip perguruan 

tinggi, jurnal dan literatur kearsipan. Studi pustaka digunakan untuk membandingkan antara 

manajemen arsip di unit kerja, unit kearsipan II dan unit kearsipan I. Studi pustaka juga 

dilakukan untuk mengkaji kembali tiga kali hasil penelitian Tim Peneliti Persiapan Pendirian 

University Archives Undip yang dilakukan oleh Tim Peneliti D III Kearsipan Universitas 

Diponegoro pada tahun 2002, 2004/2005, dan 2007. Selain itu untuk mengetahui 

perkembangan terakhir kebijakan manajemen arsip perguruan tinggi di Universitas 
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Diponegoro, maka penulis juga menggunakan paper yang disusun oleh Saudara Amad Rosyd 

yang ia tulis pada tahun 2011 sebagai bahan presentasi sebagai peserta Seleksi Arsiparis 

Teladan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2011 dan Paper Sdri. Turi 

Daurita yang ia tulis pada tahun 2012 sebagai bahan presentasi sebagai peserta Seleksi 

Arsiparis Teladan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2012. 

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di beberapa unit 

kerja di lingkungan Universitas Diponegoro sebagai sampel penelitian dengan tujuan agar 

permasalahan yang muncul di lapangan dapat diketahui faktor pendukung dan penghambat 

yang menyebabkan pendekatan pengelolaan arsip yang digunakan di Universitas Diponegoro 

seperti yang digunakan saat ini, sehingga dapat dilakukan rekomendasi kepada pengambil 

kebijakan. Metode wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur terhadap 

pengelola arsip maupun Arsiparis Universitas Diponegoro dan para pengguna potensial arsip 

perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara langsung kebijakan pengelolaan 

arsip yang berlaku, serta hasil pelaksanaan kebijakan tersebut di Universitas Diponegoro. 

D. Tujuan  

Tujuan penelitian ini didasarkan pada tujuan dari diselenggarakannya sistem kearsipan 

perguruan tinggi di Indonesia seperti yang dicantumkan dalam bagian pertimbangan dari 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, khususnya pada huruf c, bahwa 

ñdalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan 

negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas 

pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 

perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang 

komprehensif dan terpaduò. Universitas Diponegoro sebagai salah satu perguruan tinggi 

negeri di Negara Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan perundang-

undangan dan teknologi informasi sehingga mampu menyelenggarakan layanan informasi 

berbasis arsip secara maksimal kepada para penggunanya. 

E. Pendekatan Manajemen Layanan Publik  

Manajemen merupakan pekerjaan intelektual yang dilaksanakan orang-orang di dalam 

suatu organisasi.
15 
Sementara itu Keban berpendapat, bahwa ñdimensi manajemen  

memusatkan perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui 
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 Kast, Fremont E. dan Rosenzweig, Organisasi dan Manajemen (edisi keempat/cetakan ke-satu) terjemahan A. Hasymi Ali. (Jakarta, 

Bumi Aksara, 1990: 7). 
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prinsip-prinsip tertentu yaitu prinsip manajemen.ò Menurut Keban suatu kebijakan harus 

didukung oleh metode, teknik, model dan cara mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
16

   

Paradigma manajemen beberapa kali mengalami pergeseran, yaitu dimulai dari 

manajemen normatif, manajemen deskriptif, hingga manajemen publik. Manajemen normatif 

disebut memiliki aliran manajemen bisnis. Disebut fungsi-fungsi manajemen bisnis karena 

aliran ini berorientasi pada bisnis, sehingga aliran ini dianggap tidak sesuai dengan ideologi 

administrasi publik yang berorientasi pada public service. Meskipun demikian fungsi-fungsi 

manajemen normatif dinilai bersifat universal. Fungsi-fungsi meliputi: planning 

(perencanaan), organizing (pendistribusian kerja), staffing (pengadaan sumber daya manusia 

yang tepat dalam kuantitias, kualitas, maupun kebutuhan kerja dalam organisasi), 

coordinating (proses pengintegrasian kegiatan-kegiatan dari seluruh unit kerja untuk 

mencapai tujuan bersama secara efisien), motivating (proses pemberian dorongan pada para 

anggota organisasi agar mereka dapat bekerja sesuai kebutuhan sesuai dengan tujuan 

organisasi, controlling (mengkaji kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan yang 

direncanakan sebagai bahan evaluasi untuk rencana kegiatan yang akan datang).
17

  

Manajemen deskriptif adalah suatu manajemen yang ciri-cirinya dapat dilihat dari 

fungsi-fungsi yang ada di manajemen tersebut.  Menurut Keban,
18

 ñfungsi-fungsi manajemen 

yang benar-benar dijalankan terdiri atas kegiatan-kegiatan personal, interaktif, administratif, 

dan teknisò, yaitu: 

(1) Kegiatan personal menampilkan kegiatan dan peran manajer dalam organisasi. Ia 

dituntut untuk mampu mengelola waktu dalam hidupnya baik sebagai manajer maupun 

sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga, maupun diri sendiri. Indikator manajer yang 

sukses dalam memimpin organisasi adalah tipe manajer yang mampu mengatur kegiatan-

kegiatannya dengan baik. 

(2) Kegiatan interaktif adalah kegiatan manajer yang banyak menggunakan waktunya 

untuk berinteraksi dengan para bawahan, atasan, kolega, customer, organisasi lain, dan para 

pemimpin masyarakat. Tipe manajer seperti ini menggunakan dua pertiga waktunya untuk 

berinteraksi. Interaksi yang dia lakukan adalah dalam kerangka (a) interpersonal (sebagai 

figure pemimpin organisasi, sebagai  figur pemimpin yang mampu memotivasi, 

membimbing, mengembangkan kemampuan bawahannya);  (b) informasional (sebagai figur 

                                                 
16

 Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu.  (Yogyakarta: Gava Media, 2004: 83). 
17

 Tentang perkembangan teori Administrasi Publik dapat dilihat dalam karya Suwitri, Sri, Konsep Dasar Kebijakan Publik, (Semarang, 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro,  2011: 15-28); Lihat juga Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: 

Kosep, Teori dan Isu.  (Yogyakarta: Gava Media, 2004: 90-97). 
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 Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. (Yogyakarta: Gava Media, 2004:90-92). 
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pemimpin harus mampu mencari dan menemukan informasi melalui media lisan maupun 

tertulis, menyebarluaskan informasi kepada para bawahan, dan orang-orang diluar 

organisasi); (c) mengambil keputusan terhadap  setiap informasi yang ada (Manajer selaku 

pelaku usaha harus mampu mengambil setiap peluang atau kesempatan yang ada untuk 

mengembangkan dan mencari peluang usaha baru, mampu melakukan koreksi terhadap 

berbagai masalah yang timbul, mampu memutuskan penempatan sumber daya manusia 

secara tepat sesuai dengan lokasi dan kompetensi berikut jumlah kebutuhannya. Manajer juga 

dituntut untuk mampu melakukan negosiasi pada pekerja, custumer, supplier, dan lain-lain.   

(3) Kegiatan administratif adalah kegiatan manajer yang berkaitan dengan 

korespondensi, penyediaan dan pengaturan anggaran, memonitor kebijakan dan prosedur, 

menangani masalah kepegawaian. Pada umumnya para manajer hanya menggunakan sedikit 

waktunya untuk kegiatan administratif. Mereka bahkan mengeluh untuk alokasi kegiatan ini.     

Manajemen publik menurut Keban adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek 

umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti manusia, 

keuangan, phisik, informasi, politik. Dipaparkan juga, bahwa bila kebijakan publik 

merupakan pencipta ide yang berkaitan dengan regulasi untuk umum, maka manajemen 

publik merupakan penggerak sumber daya manusia dan non manusia untuk menjalankan 

perintah yang dirumuskan dalam kebijakan publik.
19

 Selanjutnya disampaikan, bahwa 

manajemen publik merupakan suatu spesialisasi yang relatif baru, tetapi berakar pada 

pendekatan normatif. Pengembangan paradigma manajemen publik mengikuti perkembangan 

administrasi publik. Masing-masing paradigma yang mewarnai manajemen publik adalah 

sebagai berikut:
20 

(1) Paradigma pertama, upaya mengajak pejabat publik untuk bekerja lebih disiplin dan 

lebih baik.  

(2) Paradigma kedua, dikembangkan prinsip manajemen POSDCORB (planning, 

organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting). 

(3) Paradigma ketiga, dilakukannya kritik terhadap prinsip POSDCORB oleh Herbert 

Simon. Ia mengajak untuk melihat pada kenyataan yang ada dan bukannya mendasarkan 

diri pada aspek normatif. Menurut dia, fungsi manajemen yang penting adalah 

pembuatan keputusan. Kritik ini membuka pandangan baru para ahli politik yang 
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 Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. (Yogyakarta: Gava Media, 2004:85). 
20

 Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. (Yogyakarta: Gava Media, 2004:92-94); Lihat juga Suwitri, Sri. 

Konsep Dasar Kebijakan Publik. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011). 



37 

 

melihat, bahwa administrasi publik dan manajemen publik merupakan kegiatan politik, 

sehingga fungsi-fungsi manajemen tidak perlu lagi diajarkan secara universal.  

(4) Paradigma keempat, diperkenalkannya fungsi manajemen terutama human relation, 

komunikasi, perilaku organisasi, riset operasi, penerapan statistik, dan lain-lain. 

Paradigma ini kemudian terus dikembangkan dan menjadi suatu disiplin. Silih berganti 

model manajemen publik diperkenalkan para akademisi. Mula-mula PAFHRIER, yaitu 

singkatan dari Policy Analysis, Financial Management, Human Resource Management, 

Information Management, dan External Relation. Pada dasawarsa 1990 dikembangkan 

model New Public Management (NPM), yaitu model yang mengajak pemerintah untuk 

ñmeninggalkan paradigma administrasi tradisional dan menggantinya dengan 

memberikan perhatian pada hasil kerja; melepaskan diri dari birokrasi klasik dan 

mengkondisikan situasi organisasi, pegawai dan para pekerja menjadi lebih fleksibel; 

tujuan dan target organisasi dan personal lebih jelas sehingga memudahkan dalam 

melakukan pengukuran indikator yang lebih jelas, lebih memperhatikan evaluasi 

program yang lebih sistematis, dan mengukur dengan menggunakan indikator ekonomi, 

efisien, efektif; staf senior lebih berkomitmen secara politis pada pemerintah daripada 

bersikap netral; fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, melibatkan sektor 

swasta dalam memberikan layanan pada publik melalui kontrak kerja; Meningkatkan 

peran swasta dalam sektor layanan publik. Dengan demikian pelaksanaan pemerintahan 

dengan model NPM beriringan dengan New Public Service. Artinya pemerintah bertugas 

memberikan pengarahan dan administrasi kepada penyelenggara, karena mereka sebagai 

lembaga administrasi negara yang akan membantu pemerintah dalam memberikan 

layanan kepada publik. 

Tujuan dari NPM adalah pemerintah lebih memperhatikan hasil dalam pemberian 

layanan publik daripada terlibat langsung dalam berproses, dan memberikan proses layanan 

publik itu ada sektor swasta. Gagasan inilah yang kemudian menuai kritik karena orientasi 

layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah berbeda dengan orientasi layanan publik oleh 

swasta. Pemerintah dalam memberikan layanan pada publik tidak berorientasi pada profit, 

sementara sektor swasta berorientasi pada profit. Pada model kontrol normatif proses seleksi 

pegawai, membimbing, mengawasi, memotivasi dilakukan oleh para manajer layanan publik. 

Kinerja pegawai dievaluasi oleh penerima layanan publik. 

Beberapa model pendekatan lain, antara lain pada tahun 1990-an diperkenalkan model 

Total Quality Management (TQM) dengan konsep TQM Triangle, yaitu ñmenekankan 

keberhasilan manajemen berdasarkan komitmen anggota (commitment), pelibataan para 
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anggota organisasi (involvement) dan pemanfaatan ilmu pengetahuan (scientific knowledge)ò. 

Proses manajemen model ini sangat unik, karena struktur kinerjanya adalah  plan, do, check, 

dan act. Jadi setelah berproses, maka alur kinerja kembali ke awal lagi (feedback) ke plan. 
21

 

Aliran TQM meyakini untuk selalu memberikan layanan prima kepada pelanggan. Oleh 

sebab itu, dilakukan manajemen proses yang berorientasi pada pelanggan. Proses merupakan 

suatu kesatuan terstruktur dalam satu lingkungan yang terdiri dari orang, material, metode, 

dan mesin atau peralatan yang semuanya diperlukan untuk berprosesnya input menjadi output 

bagi kepuasan pemenuhan kebutuhan pelanggan.
22

 

Model pendekatan manajemen publik lainnya adalah manajemen pembangunan yang 

menyatakan, bahwa tugas dalam rangka menjalankan tugas pokok pemerintah dalam 

membangun negara, maka diperlukan dukungan sistem administrasi publik yang memadai 

dengan kualitas manajer publik yang tinggi.
23

    

Dari keseluruhan model yang ada, nampak bahwa model TQM merupakan model yang 

dapat digunakan sebagai model manajemen baik untuk lingkungan pemerintah maupun 

swasta. Dengan menggunakan model ini tidak akan muncul kekhawatiran pemberi layanan 

publik oleh pemerintah terjebak pada manajemen swasta yang berorientasi pada mencari 

keuntungan. 

PEMBAHASAN  

A. Lingkungan Internal dan Eksternal  

Informasi adalah data yang terekam, diklasifikasikan, diorganisasikan, direlasikan atau 

diinterpretasikan dalam konteks untuk menyampaikan arti.
24 

Dalam pengertian ini dapat 

disimpulkan, bahwa data sangat diperlukan sebagai penyampai informasi bagi penggunanya. 

Yuniarto Nurwono dalam bukunya Manajemen Informasi (Pendekatan Global), menyatakan 

bahwa keberadaan informasi merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah suatu 

pekerjaan akan dapat dilakukan secara efisien atau tidak.
25 

 

Arsip merupakan salah satu bentuk data yang harus diklasifikasikan, direlasikan dan 

diinterpretasikan agar dapat diambil manfaat oleh penggunanya. Azmi menyatakan, bahwa 

manusia memiliki kecenderungan melestarikan informasi tentang kegiatan yang telah mereka 

lakukan. Selain bermanfaat bagi diri sendiri juga bermanfaat bagi orang lain bila informasi 
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tersebut dikomunikasikan kepada sesama manusia di jamannya atau antar generasi.
26  

Keberadaan arsip sebagai sumber informasi merupakan aspek yang sangat penting sebagai 

sumber evaluasi peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu untuk bahan pertimbangan 

keputusan kegiatan di masa sekarang, dan sebagai sarana untuk memprediksi kemungkinan 

yang akan terjadi di masa yang akan datang. Keberadaan lembaga kearsipan adalah untuk 

menyediakan informasi kesejarahan dan menyediakannya bagi pengguna arsip tersebut.
27 

 

B. Manajemen Arsip Dinamis Perguruan Tinggi 

1. Arti Penting Manajemen Arsip 

Manajemen arsip sangat penting dilakukan karena menyimpan arsip informasi yang 

sangat diperlukan baik oleh organisasi maupun perorangan untuk berbagai keperluan. Dari 

lima fase daur hidup yang dikemukakan oleh Ricks, meliputi creation, distribution, use, 

maintenance, disposition, maka Ricks membagi fase use menjadi lima kegunaan. Kelimanya 

adalah (1) arsip digunakan sebagai bahan untuk mendokumentasikan suatu peristiwa, (2) 

menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam (3) pengambilan keputusan, maupun (4) 

untuk merespon suatu permasalahan, serta (5) menjadi bahan persyaratan keabsahan 

hukum.
28 

 Selain itu Kennedy menyatakan, bahwa organisasi bergantung pada akses yang 

efisien untuk informasi yang benar. Mereka membutuhkan informasi untuk: (1) mendukung 

pengambilan keputusan, (2) keperluan operasional umum, (3) sebagai bukti kebijakan dan 

kegiatan mereka, dan (4) dukungan litigasi. Manajemen arsip memastikan bahwa informasi 

yang tepat dapat diakses bila diperlukan.
 29

 

Arti penting keberadaan arsip perguruan tinggi, yaitu:  

a. Kegiatan akademik: 

Contoh, antara lain:  

1) SK Mengajar dan SK Jadwal Mata Kuliah mendokumentasikan berlangsungnya kegiatan 

perkuliahan pada satu semester tertentu. Daftar hadir mahasiswa dan daftar hadir dosen 

mendokumentasikan suatu kegiatan perkuliahan mata kuliah tertentu pada waktu 

tertentu. Daftar nilai mahasiswa sebagai hasil akhir dari kegiatan perkuliahan 

mendokumentasikan nilai yang diraih mahasiswa pada perkuliahan mata kuliah tertentu 

                                                 
26

 Azmi, Skenario Pembangunan Lembaga Kearsipan Menuju Keunggulan Pengelolaan Arsip Statis, di dalam Jurnal Kearsipan, Volume 

1, Nomor 1, Jakarta, November 2006, halaman 117-134. 
27

 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1 butir 7 dan 12; Lihat juga Fredrick M. Miller, 

Arranging and Describing Archives and Manuscript (Chicago,SAA, 1990:3). 
28

 Ricks, Betty R. (et all), Information and Image Management. Cincinnati, Ohio, 1992:14; Lihat juga Johnson, Mina, M. Johnson, (et all). 

Records Management.  Philippine, 1967: 267; Kennedy, Jay and Schauder, Cherryl, Records Management: A Guide to Corporate 

Record Keeping, Second Edition, South Melbourne, Australia, Addisin Wesley Longman Australia Pty Limited, 1998: 9. 
29

 Kennedy, Jay and Schauder, Cherryl, Records Management: A Guide to Corporate Record Keeping, Second Edition, South Melbourne, 

Australia, Addisin Wesley Longman Australia Pty Limited, 1998: 8. 



40 

 

pada waktu tertentu. Kelima jenis arsip akademik tersebut, pada semester berikutnya 

menjadi bahan evaluasi beban kerja dosen pada salah satu unsur akademik. 

2) Kumpulan nilai setiap mahasiswa diakumulasi dalam Kartu Hasil Studi. Hasil nilai ini 

menjadi bahan reference dosen wali saat bimbingan akademik dilakukan, untuk 

mengevaluasi kekuatan dan kelemahan akademik mahasiswa bimbingannya. Selanjutnya 

diambil keputusan mata kuliah apa saja yang akan ditempuh pada semester berikutnya. 

3) Pada akhir masa studi mahasiswa mendapat transkripsi nilai dan ijazah kesarjanaan. 

Sejak saat diwisuda mahasiswa menyandang status alumni. Mereka menyimpan 

transkrip nilai dan ijazah asli. Sementara itu Subbagian Akademik Fakultas menyimpan 

fotokopinya sebagai arsip. Arsip transkrip nilai dan ijazah sangat penting artinya baik 

bagi alumni maupun bagi perguruan tinggi. Bagi alumni maupun perguruan tinggi 

transkrip dan ijazah berguna sebagai bahan dokumentasi, bukti strata pendidikan 

tertinggi yang telah ditempuh alumni, sekaligus sebagai bahan respons bila ada pihak-

pihak terkait yang menanyakan. Kata tangkap yang paling tepat untuk temu balik ijazah 

adalah nomor seri ijazah, karena nomor seri ijazah hanya satu untuk setiap alumni. Ijazah 

dan transkrip yang diperoleh merupakan legal requirement seseorang dinyatakan sebagai 

alumni dari suatu perguruan tinggi.      

4) Akumulasi bukti kegiatan akademik menjadi berkas kenaikan pangkat dari unsur 

akademik. 

5) Akumulasi bukti seluruh kegiatan akademik pada suatu Program Studi menjadi berkas 

penilaian akreditasi Program Studi tersebut. 

b. Kegiatan penelitian: 

1) SK Penelitian mendokumentasikan berlangsungnya kegiatan penelitian pada satu 

semester atau kurun waktu tertentu. Setelah kegiatan penelitian selesai dihasilkan 

laporan penelitian. SK Penelitian dan laporan penelitian pada semester berikutnya 

menjadi bahan evaluasi beban kerja dosen pada salah satu unsur penelitian. 

2) Akumulasi berkas laporan penelitian pada kurun waktu tertentu menjadi berkas kenaikan 

pangkat dari unsur penelitian. 

3) Akumulasi bukti seluruh kegiatan penelitian pada suatu Program Studi menjadi berkas 

penilaian akreditasi Program Studi tersebut. 

c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 

1) SK Pengabdian kepada Masyarakat mendokumentasikan berlangsungnya kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat pada satu semester atau kurun waktu tertentu. Setelah 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai dihasilkan laporan kegiatan pengabdian 
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kepada masyarakat. SK pengabdian kepada masyarakat dan laporan pengabdian kepada 

masyarakat pada semester berikutnya menjadi bahan evaluasi beban kerja dosen pada 

salah satu unsur pengabdian kepada masyarakat. 

2) Akumulasi berkas kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada kurun waktu tertentu 

menjadi berkas kenaikan pangkat dari unsur pengabdian kepada masyarakat. 

3) Akumulasi bukti seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada suatu Program 

Studi menjadi berkas penilaian akreditasi Program Studi tersebut. 

d. Kegiatan penunjang: 

1) SK Permohonan sebagai moderator dalam kegiatan seminar dan sejenisnya berikut bukti 

kegiatan tersebut; SK Permohonan sebagai pembicara dalam kegiatan penerimaan 

mahasiswa baru berikut arsip bahan ceramah; SK Kepanitiaan berikut arsip laporan 

kegiatan; dan kegiatan sejenis, setelah kegiatan selesai maka berkas kegiatan tersebut 

pada semester berikutnya menjadi bahan evaluasi beban kerja dosen pada salah satu 

unsur penunjang. 

2) Akumulasi berkas kegiatan penunjang pada kurun waktu tertentu menjadi berkas 

kenaikan pangkat dari unsur penunjang. 

3) Akumulasi bukti seluruh kegiatan penunjang pada suatu Program Studi menjadi berkas 

penilaian akreditasi Program Studi tersebut. 

e. Kegiatan administrasi kelembagaan perguruan tinggi:    

1) Akte jual beli tanah/bukti pembebasan lahan untuk pembangunan perguruan tinggi, 

Peraturan Pemerintah tentang pendirian perguruan tinggi, Surat Keputusan Kemendiknas 

tentang Struktur Organisasi Tata Kerja perguruan tinggi serta Statuta perguruan tinggi, 

Surat Keputusan pendirian program studi, Surat Keputusan penetapan hak cipta logo 

perguruan tinggi, hymne perguruan tinggi, mars perguruan tinggi, dokumentasi cetak 

biru, foto maupun film kegiatan perguruan tinggi dan berbagai arsip sejenis yang terkait 

dengan organisasi perguruan tinggi berikut lampirannya. Sebagian dari arsip termasuk 

dalam kategori arsip vital, tetapi secara keseluruhan memiliki nilaiguna sekunder, 

sehingga disimpan sebagai arsip statis dan disimpan secara permanen di lembaga 

kearsipan perguruan tinggi sebagai bukti sejarah perjalanan perguruan tinggi tersebut 

dalam mengemban amanah tridharma perguruan tinggi. 

2) Arsip kegiatan administrasi kelembagaan perguruan tinggi merupakan 

dokumentasi/perekam peristiwa perjalanan perguruan tinggi dalam mengemban amanah 

tridharma perguruan tinggi, merupakan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan, sebagai  bahan untuk menjawab berbagai pertanyaan dari berbagai kalangan 
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yang berkaitan dengan perguruan tinggi baik sekedar sebagai bahan informasi maupun 

untuk meng-counter polemik yang terjadi di masyarakat berkait dengan perguruan 

tinggi, serta sebagai bahan kekuatan hukum atas segala sesuatu yang terjadi berkait 

dengan perguruan tinggi tersebut.  

3) Akumulasi bukti seluruh kegiatan administrasi kelembagaan perguruan tinggi 

menampilkan performance perguruan tinggi. Performance tersebut mempengaruhi 

akreditasi perguruan tinggi dan berbagai kriteria penilaian kompetisi performa perguruan 

tinggi, misalnya pengembangan jaringan sistem informasi akademik, jaringan sistem 

informasi keuangan, jaringan sistem informasi hasil karya penelitan dosen dan 

mahasiswa, dan sejenisnya. 

2. Model Pengelolaan arsip 

a. Pendekatan Daur Hidup Arsip 

Model pendekatan pengelolaan arsip yang paling sering kita dengar atau ketahui adalah 

a life cycle model atau model pendekatan daur hidup. Ricks dan Kennedy, membuat model 

struktur daur hidup arsip menjadi lima fase, yaitu creation, distribution, use, maintenance, 

disposition. Kennedy dan Johnson menggunakan istilah disposal untuk kata disposition.
30

 

Dengan demikian pada fase terakhir arsip berakhir pada tiga kemungkinan; (1) tetap disimpan 

di Unit Kerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maupun untuk 

merespon suatu permasalahan, serta menjadi bahan persyaratan keabsahan hukum; (2) arsip 

yang semula disimpan di Unit Kearsipan II sebagai arsip inaktif tetapi nilaiguna informasinya 

memiliki nilaiguna kesejarahan disusutkan sebagai arsip statis dan diserahkan ke lembaga 

kearsipan (Unit Kearsipan I); (3) Arsip yang nilaiguna informasinya sudah tidak ada 

dimusnahkan. Model ini menimbulkan kesan, bahwa sebelum dan sesudah fase daur hidup 

tidak ada kegiatan lainnya, sehingga terjadi inkonsistensi dalam pentahapan proses daur 

hidup antara yang sebenarnya dilakukan dengan pencitraannya. 

b. Pendekatan Record Continuum Model 

Record Continuum Model adalah juga merupakan pendekatan dalam pengelolaan arsip. 

The Australian Standart AS 3490-1996 mendefinisikannya sebagai berikut:
 31

 

"... seluruh eksistensi arsip. Merupakan suatu rezim manajemen arsip yang konsisten dan 

koheren proses sejak masa penciptaan arsip (dan bahkan sebelum penciptaan, dalam 
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perancangan sistem pengelolaan arsip), preservasi dan penggunaan arsip sebagai arsip statis 

(Standards Australia 1996, pt.1, p. 7, 4.22). 

Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan sewaktu-waktu dapat diakses, maka harus 

dilakukan manajemen arsip sejak sebelum arsip diciptakan. Penulis meyakini sikap ini, 

karena manajemen arsip berarti juga termasuk manajemen perundang-undangan kearsipan. 

Perundang-undangan kearsipan diciptakan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam 

sistem kearsipan sejak sebelum fisik arsip tersebut diciptakan, digunakan, disusutkan dan 

diciptakan lagi untuk kepentingan penggunaan informasi berbasis arsip di masa yang akan 

datang. Pemikiran ini sejalan dengan pendekatan record continuum model. Pendekatan 

semacam ini menjadi semakin nyata bila arsip yang diciptakan sudah menggunakan media 

elektronik. Dengan penggunaan media elektronik, maka sejak awal organisasi harus sudah 

memikirkan aspek legal informasinya, hingga teknis mengelolaan arsip termasuk di dalamnya 

adalah cara melakukan kaptur terhadap arsip. Kaptur arsip diperlukan agar komputer dapat 

secara otomatis melakukan penentuan terhadap nilaiguna informasi yang terekam di dalam 

arsip. Tahap ini merupakan tahap penentuan nasib arsip tersebut selanjutnya apakah tetap 

stay di unit pengolah atau dipindahkan ke Unit Kearsipan II atau justru dimusnahkan. 

3. Aspek Perundang-Undangan 

Arsip ditinjau dari media penyimpan informasinya dibagi menjadi dua, yaitu arsip 

konvensional dan media baru.
32

 Pemahaman dan penguasaan terhadap media arsip sangat 

berpengaruh dalam sub-sub sistem yang ada di dalam sistem kearsipan diperlukan oleh 

penyusun desain pola klasifikasi. Desain pola klasifiksi merupakan unsur penting karena 

berkaitan dengan sub-sub sistem dalam sistem kearsipan, yaitu penciptaan, penggunaan dan 

penyusutan. Di dalam sub-sub sistem tersebut memuat unsur-unsur dari sistem penataan dan 

penyimpanannya, jadwal retensi, media penyimpan arsip termasuk depo arsip inaktif dan 

statis, sistem layanan, preservasi, pembangunan manajamen sistem informasi, kompetensi 

pengelola, sistem dan materi pendidikan kearsipan, dan lain-lain. Sub-sub sistem ini 

diharapkan mampu mengakomodir semua jenis media arsip. 

Universitas Diponegoro sebagai organisasi perguruan tinggi menggunakan dasar sistem 

kearsipan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

(Depdiknas) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas. Pola Klasifikasi yang 

diberlakukan saat ini adalah pola klasifikasi untuk korespondensi. Pedoman tersebut 
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diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Depdiknas tahun 2008 dengan nama Pola Klasifikasi di 

Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya pada tahun 2010 Depdiknas 

berubah nomenklatur menjadi Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Pada tahun 

itu digulirkan Rancangan Pola Klasifikasi Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Perguruan 

Tinggi. Namun, Rancangan Pola Klasifikasi Substantif dan Fasilitatif Perguruan Tinggi 

belum mendapat respon secara utuh dari seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan 

Universitas Diponegoro.  

Unit kerja di lingkungan Universitas Diponegoro menggunakan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Tata Persuratan di 

Lingkungan Depertemen Pendidikan Nasional. Pimpinan Universitas Diponegoro beserta 

jajaran pimpinan di lingkungan Biro Rektor memberlakukan peraturan tersebut ke seluruh 

unit kerja di lingkungan Universitas Diponegoro. Peraturan tersebut sangat detail memuat 

pasal-pasal yang mengikat siapapun untuk menerapkan aturan tersebut, yaitu tentang (1) jenis 

surat, (2) sifat dan derajat surat, (3) pencantuman alamat surat, (4) kode surat, (5) 

penandatanganan surat, (6) penulisan dan pemakaian singkatan, (7) cap jabatan dan cap 

dinas.     

Menteri Pendidikan Nasional juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan 

Departemen Pendidikan Nasional. Substansi dari peraturan tersebut memuat tentang: (1) 

pengurusan naskah dinas, (2) pengelolaan arsip aktif, (3) pengelolaan arsip inaktif, (4)  

penyusutan arsip, (5) pengelolaan arsip vital, (6) pengelolaan arsip audio visual, (7) 

pengelolaan arsip elektronik, (8) sumber daya pendukung, (9) pembinaan dan pengawasan. 

Kegiatan penyusutan arsip identik dengan Jadwal Retensi Arsip. Departemen Pendidikan 

Nasional telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 145/U/2004 

tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan dan Kepegawaian di Lingkungan Departemen 

Pendidikan Nasional. Departemen ini pada tahun 2006 menerbitkan Peraturan Menteri  

Pendidikan Nasional Nomor 26 tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substanstif dan 

Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. 

Jadwal Retensi ini penulis yakini belum kedengaran gaungnya di lingkungan pendidikan 

tinggi. Keyakinan ini cukup beralasan karena dalam kesempatan kegiatan Workshop Jadwal 

Retensi Arsip yang dilaksanakan tanggal 6-8 April 2011 oleh Kantor Arsip UI, seluruh 

peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia itu belum pernah melakukan penyusutan 

arsip secara sistematis, terstruktur, terus menerus dan konsisten. Bahkan para peserta 

berharap di perguruan tingginya segera berdiri University Archives sebagai unit kerja yang 
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dapat mewadahi pembinaan sistem kearsipan di perguruan tinggi mereka, sehingga dapat 

terwujud tertib arsip. Ironisnya Peraturan yang belum terlaksana ini sudah akan diganti lagi 

yang ditandai dengan diluncurkannya Rancangan Jadwal Retensi Arsip Sustantif dan 

Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi pada tahun 2010.    

4. Organisasi Kearsipan  

Kegiatan manajemen arsip diorganisir dalam suatu wadah organisasi yang disebut 

organisasi kearsipan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 dan pelaksananaannya diatur dalam Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2012. Arsip dinamis aktif dikelola oleh pelaksana di Unit Pengolah. Bila arsip tersebut 

telah memasuki masa retensi, maka dipindahkan ke Unit Kearsipan II sebagai arsip dinamis 

inaktif untuk diolah dan dipreservasi di unit tersebut. Untuk arsip yang masuk dalam kategori 

permanen digunakan terus menerus dalam kegiatan administrasi sehari-hari tetap disimpan di 

Unit Kerja pencipta arsip. Di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 134 ayat (2) huruf b Peraturan 

Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

disebutkan, bahwa Unit Kearsipan disebut sebagai Unit Kearsipan II. Selanjutnya arsip 

dinamis inaktif yang telah habis masa retensinya dimusnahkan, tetapi bila memiliki nilai guna 

kesejarahan maka dipindahkan ke lembaga kearsipan untuk diolah, dipreservasi dan 

dilayanan pada penggunanya. Di dalam Pasal 134 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan, 

bahwa lembaga kearsipan disebut sebagai Unit Kearsipan I.  

5. Fungsi dan Pengorganisasian Arsip 

Arsip ditinjau dari fungsinya meliputi arsip dinamis aktif, dinamis inaktif dan statis.
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Bagan fungsi arsip dapat dilihat pada gambar 1. 

Berdasar pada fungsi arsip, maka pengorganisasian arsip dinamis dibagi menjadi tiga, 

yaitu sentralisasi, desentralisasi dan campuran.
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Pengorganisasian arsip adalah penanggung 

jawab pengelolaan arsip dinamis. Terdapat tiga kategori pengorganisasian arsip. Pertama, 

sentralisasi yaitu penyimpanan arsip dinamis aktif yang sudah selesai diolah di Unit 

Kearsipan II. Sistem sentralisasi efektif dan efisien untuk organisasi yang kecil, karena hemat 

sarana dan prasarana, biaya dan sumber daya manusia. Kedua, desentralisasi yaitu 
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 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 butir 5,6,7; Lihat juga Amsyah Zulkifli, Manajemen Kearsipan, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 1996: 3). 
34 Lihat juga Kennedy, Jay and Schauder, Cherryl, Records Management: A Guide to Corporate Record Keeping, Second Edition, South 

Melbourne, Australia, Addisin Wesley Longman Australia Pty Limited, 1998: 214-240: Lihat juga Amsyah, Zulkifli, Manajemen 

Kearsipan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996: 16-18). 


